
SALINAN 
SALINAN 

PERATURAN  WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 23 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  

NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN ATAS 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SURABAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah ditetapkan 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2010 

tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya; 

b. bahwa dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengawasan
guna meningkatkan pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kota Surabaya, maka Peraturan

Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Teknis Pengawasan Atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kota Surabaya sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan

Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Teknis Pengawasan Atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa  Barat  dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun  1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan 
Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 
Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2730); 

WALIKOTA SURABAYA 
PROVINSI JAWA TIMUR
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 
 

3. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  
Pelayanan Publik  (Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Tahun  2009  Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 
 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  

 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 5601); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3696); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara              

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5357); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6206); 
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11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 186);

12. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun

2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2017

tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun
Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2017

Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya

Nomor 4);
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16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014

tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota

Surabaya Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran

Daerah Kota Surabaya Nomor 2) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 2

Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);

17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas

dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021
Nomor 94).

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 55 TAHUN 

2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN ATAS 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA 

SURABAYA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya 
Nomor 55 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis 

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 
Nomor 79) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.: 

1. Semua Kalimat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPD diubah menjadi Perangkat

Daerah yang selanjutnya disingkat PD.

2. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota 

Surabaya.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota

Surabaya.
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5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah. 

 
6. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut 

Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surabaya. 
 

7. Inspektur adalah Inspektur Kota Surabaya 
 

8. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang karena 
jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan 

atas nama Kepala Daerah. 
 

9. Tim Pengawas adalah tim yang ditunjuk untuk 

melaksanakan tugas pengawasan atas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan 

atas nama Kepala Daerah.  
 

10. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan 
untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan 

secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan 

ketentuan peraturan perundang - undangan. 
 

11. Pengawasan tahunan adalah pemeriksaan, 

monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah serta reviu atas laporan 

keuangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan 

berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan. 
 

12. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan 

pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara 

membandingkan antara peraturan dengan kondisi 
dan/atau kenyataan yang ada. 

 

13. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi 
keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapang secara 

terus menerus atau berkala di setiap tingkatan atas 

program sesuai rencana. 
 

14. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan 

daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan 
kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
 

15. Auditor adalah pejabat fungsional pegawai negeri sipil 
di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 
 

16. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang 

selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian 
Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di 

lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
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17. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas

dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan

keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah

ditetapkan secara efektif dan efisien untuk

kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata

kepemerintahan yang baik.

18. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis,

dan evaluasi bukti yang dilakukan secara

independen, obyektif dan profesional berdasarkan

standar audit, untuk menilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan

keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi

Instansi Pemerintah.

19. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu

kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan 

tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah 

ditetapkan. 

20. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan
suatu program atau kegiatan dalam mencapai

tujuan yang telah ditetapkan.

21. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa

sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan
pelatihan pengawasan, pembimbingan dan

konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan

pemaparan hasil pengawasan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 5 

(1) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas 

Pemerintah melalui kegiatan pemeriksaan, 
monitoring dan evaluasi berpedoman pada 

Program Kerja Pengawasan Tahunan. 

(2) Guna kelancaran pelaksanaan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh 

Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengawas 

Penyelenggaraan Pemerintahan dengan susunan 

keanggotaan : 

a. Penanggung Jawab;

b. Wakil Penanggung Jawab;
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c. Koordinator;

d. Pengendali Teknis;

e. Ketua Tim; dan

f. Anggota Tim;

(3) Tim Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
kedudukan jabatan dalam Tim sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab adalah Inspektur;

b. Wakil Penanggung Jawab adalah Sekretaris
Inspektorat;

c. Koordinator adalah Inspektur Pembantu; dan

d. Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim

adalah kelompok jabatan fungsional tertentu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 6 

(1) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi : 

a. pemeriksaan secara berkala dan komprehensif
terhadap :

1. Kelembagaan;

2. Tata Kelola Administrasi Kepegawaian;

3. Tata Kelola Keuangan Daerah; dan

4. Tata Kelola Barang Milik Daerah (BMD).

b. Pemeriksaan kebijakan pinjaman hibah luar

negeri.

(2) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan berdasarkan daftar materi

pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Walikota ini.

(3) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai mekanisme 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 

Peraturan Walikota ini. 
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5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi 

sebagai berikut : 
 

Pasal 8 
 

(1) Tim Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah menyusun Pokok - Pokok Hasil 

Pemeriksaan yang telah ditandangani oleh Tim 
Pengawas. 

  

(2) Pokok - Pokok Hasil Pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh 

Inspektur kepada Kepala Perangkat Daerah untuk 

memperoleh tanggapan. 
 

(3) Kepala Perangkat Daerah wajib memberikan 

tanggapan atas Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

menyampaikannya kepada Inspektorat dalam 

waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak 

tanggal Pokok  - Pokok Hasil Pemeriksaan             
diterima. 

 

(4) Apabila sampai dengan tanggal batas waktu yang 
ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

Kepala Perangkat Daerah belum memberikan 

tanggapan atas Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan, 
maka Kepala Perangkat Daerah dianggap telah 

menyetujui Pokok-Pokok Hasil              Pemeriksaan. 

 
(5) Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan 

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Tim 

Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran IV Peraturan Walikota ini. 

 
6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi 

sebagai berikut : 
 

Pasal 10 
 

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) 

dan Pasal 9 disampaikan oleh Tim Pengawas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Inspektur. 
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7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16 

Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melaksanakan 

pengawasan wajib mematuhi norma pengawasan dan 
kode etik sebagaimana diatur dalam Keputusan 

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor 

KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tanggal 24 April 2014 
tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern 

Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah 

Indonesia dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern 
Pemerintah Indonesia. 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya. 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 18 Maret 20228 

Januari 2022 

WALIKOTA SURABAYA, 

ttd 

 ERI CAHYADI 

Diundangkan di..... 
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Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 18 Maret 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

HENDRO GUNAWAN 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 24 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN  

HUKUM DAN KERJASAMA 

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH. 

Jaksa Madya 
NIP. 19780307 200501 1 004 


